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Pajak merupakan iuran kepada kas negara yang dapat dipaksakan dengan
tidak mendapat kontraprestasi secara langsung yang digunakan untuk membayar
pengeluaran-pengeluaran umum, Supramono dan Theresia ( 2005 : 7 ). Defenisi
pajak lainnya seperti yang dinyatakan oleh Titus (2014) Pajak merupakan suatu
kewajiban atau beban yang harus dipenuhi  kewajibannya oleh wajib pajak baik
orang pribadi maupun perusahaan.Pajak merupakan suatu kewajiban atau beban
yang harus dipenuhi kewajibannya oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun
perusahaan.
Sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 28 tahun 2007,
Purwono (23: 2010) “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
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2.1.2 Jenis Pajak
Menurut golongannya, pajak terdiri dari :
1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak
dan pembayarannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak
Penghasilan.
2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan
atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.
Menurut sifatnya, pajak terdiri dari:
1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang dasarnya adalah subjeknya.
Memfokuskan pada diri wajib pajak, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib
pajak, yang selanjutnya dicari syaratvobjektifnya. Contoh: pajak penghasilan
(PPh) adalah pajak subjektif, karena pengenaan pajak penghasilan memperhatikan
keadaan diri wajib pajak yang menerima penghasilan.
2. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa
memfokuskan pada diri wajib pajak. Contoh:
 pajak pertambahan nilai, karena pengenaan pajak pertambahan nilai
adalah peningkatan nilai dari suatu barang, bukan pada penjual yang
meningkatkan nilai barang.
 Pajak bumi dan bangunan (PBB), karena Pajak Bumi dan Bangunan
dikenaan terhadap keadaan dari tanah dan bangunan, bukan dari keadaan
pemiliknya.
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2.1.3  Tarif Pajak
Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang telah ditentukan dalam
peraturan perundang-undang perpajakan dalam menentukan jumlah pajak
terhutang yang dikenakan terhadap wajib pajak baik orang pribadi maupun badan.
Tarif PPh wajib pajak di atur dalam pasal 17 UU PPh no. 36 Tahun 2008, Harti (
2011 : 112 ) :
1. Tarif proporsional
Tarif ini disebut juga dengan istilah tarif sebanding atau tarif sepadan,
yaitu tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai
pajak.
2. Tarif progresif
Tarif ini meningkat apabila jumlah yang dikenai pajak juga meningkat.
Menurut kenaikan persentase tarifnya.
3. Tarif degresif
Tarif ini berupa persentase yang semakin kecil apabila jumlah yang
dikenai pajak semakin besar.
4. Tarif tetap
Tarif ini berupa jumlah yang tetap untuk berapapun jumlah yang dikenai
pajak. Contohnya adalah seluruh dokumen yang wajib bermaterai dengan nilai
nominal di atas Rp. 1.000.000,00 dikenakan bea materai sebesar Rp. 6.000,00.
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Beberapa metode yang digunakan untuk mempresentasikan tarif pajak
adalah :
1) Tarif pajak statutory (statutory tax rate)
yaitu tarif pajak yang ditetapkan oleh hukum atas dasar pengenaan tertentu,
2) Tarif pajak rata-rata (Average Tax rate)
yaitu rasio antara jumlah pajak yang dibayarkan (hutang pajak) dengan dasar
pengenaan pajak (laba kena pajak).
3) Tarif pajak marjinal (marjinal tax rate)
yaitu tarif pajak yang berlaku untuk kenaikan suatu dasar pengenaan pajak. Tarif
pajak marjinal dapat dihitung dengan membandingkan perbedaan hutang pajak
dan perbedaan laba kena pajak.
4) Tarif pajak efektif (TPE)
yaitu tarif aktual yang sebenarnya berlaku. TPE merupakan persentase tarif pajak
yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu.
2.1.4  Penghindaran Pajak
Penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-
hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak, sehingga mengakibatkan
berkurangnya penerimaan kas negara. Tax Avoidance selalu diartikan sebagai
kegiatan yang legal, Bambang (2009) dalam Fadhillah (2009). Tax avoidance
adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan
oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutangnya tanpa
melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan
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peraturan (Hutagaol, 2007) dalam Swingly dan I made (2015).  Selanjutnya Zain
(2005) dalam Pohan (2009) mendefenisikan Penghindaran pajak adalah proses
pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekwensi pengenaan pajak yang
tidak dikehendaki.   Biasanya perusahaan melakukan strategi-strategi atau cara-
cara yang legal sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, namun
dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang sifatnya ambigu dalam undang-
undang sehingga dalam hal ini wajib pajak memanfaatkan celah-celah yang
ditimbulkan oleh adanya ambiguitas dalam undang-undang perpajakan (Suandy:
2008) dalam Fadhillah (2009). Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang
legal yang berbeda dengan penyeludupan pajak. Zain(2005) dalam Pohan (2009)
dalam bukunya Manajemen Perpajakan, mengutip beberapa defenisi dari para ahli
tentang Penyelundupan pajak dan Penghindaran pajak.
Harry Graham Balter(1983), menyatakan bahwa penyelundupan pajak
adalah usaha yang dilakukan wajib pajak apakah berhasil atau tidak untuk
mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan
yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan.
Penghindaran Pajak merupakan usaha yang sama , yang tidak melanggar
ketentuan perundang-undang perpajakan.
Ernest R.Mortenson(1958), menyatakan bahwa penyelundupan pajak
adalah usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan wajib pajak
untuk lari atau menghindar diri dari dari pengenaan pajak. Penghindaran Pajak
berkenaan dengan pengaturan sesuatu peristiwa sedemikian rupa untuk
meminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada
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atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkan, oleh karena itu penghindaran
pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undang perpajakan atau
secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk
mengurangi, menghindari, meminimkan atau meringankan beban pajak dengan
cara–cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.
N.A.Barr, S.R James, A.R..Prest(1977), menyatakan bahwa
penyelundupan pajak mengandung arti sebagai manipulasi secara illegal atas
penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Penghindaran
pajak diartikan sebagai manipulasi penghasilannya secara legal yang masih sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil
jumlah pajak yang terutang.
Robert H.Anderson, menyatakan bahwa penyelundupan pajak adalah
penyelundupan pajak yang melanggar undang-undang pajak. Penghindaran pajak
adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan
peraturan/undang-undang perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui
perencanaan pajak.
Tax avoidance tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran undang-
undang perpajakan karena dalam hal ini wajib pajak melakukan usaha
meminimumkan atau meringankan beban pajak dengan ketentuan yang telah
dimungkinkan oleh undang-undangpajak. Meskipun telah di upayakan dengan
menciptakan kebijakan yang memadai, tidak jarang ditemui berbagai kendala atau
hambatan atau perlawanan dalam pemungutan pajak, Purwono (2010:16).
Perlawanan tersebut dapat berupa :
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a. Perlawanan Pasif
Perlawanan pajak secara pasif merupakan perlawanan yang keterjadiannya
berkaitan erat dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual,
dan teknik pemungutan pajak.
b. Perlawanan Aktif
Perlawanan aktif yang meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara
langsung ditujukan terhadap fiskusdengan tujuan menghindari pajak melalui
:penghindaran diri dari wajib pajak, pengelakan diri dari wajib pajak, dan
melalaikan pajak.
Berbagai cara yang dilakukan dalam melakukan penghindaran terhadap pajak
( Merks, 2007) dalam Prakosa (2014) :
a) Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang
memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (tax haven
country) atas suatu jenis penghasilan (substantive tax planning)
b) Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi
dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak
yang paling rendah (formal tax planning)
c) Ketentuan Anti Avoidance atas transaksi transfer pricing, thin
capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation
(Specific Anti Avoidance Rule), serta transaksi yang tidak mempunyai
substansi bisnis (General Anti Avoidance Rule).
Komite urusan fiskal dari Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD) menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak :
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a) Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat
di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor
pajak.
b) Memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-
ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya
dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
c) Para konsultan menunjukan alat atau cara untuk melakukan penghindaran
pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin (Council of
Executive Secretaries of Tax Organization, 1991).
Beberapa resiko yang ditimbulkan oleh kegiatan tax avoidance antara lain:
denda, publisitas dan reputasi (Friese: 2006) dalam Fadhillah (2009) yang
berimbas pada kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang.
2.1.5  Penerapan Corporate Governance
Corporate Governance merupakan sebuah studi yang mempelajari hubungan
direktur, manajer, karyawan, pemegang saham, pelanggan, kreditur dan pemasok
terhadap perusahaan dan hubungan antar sesamanya (Hendra: 2012). Cadbury
Committee, seperti dikutip oleh Forum for Corporate Governance in Indonesia
(FCGI), mengartikan Corporate Governance atau Tata Kelola Perusahaan sebagai
seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham,
pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para
pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak
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dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan
mengendalikan perusahaan.
Tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara pemilik dan
manajer perusahaan dalam menentukan arah kinerja perusahaan disebut corporate
governance (Annisa dan Kurniasih, 2012) dalam Darmawan dan I Made (2014).
Penerapan Corporate governance bertujuan untuk meminimumkan konflik
keagenan. Pada penelitian ini, konflik tersebut terjadi terhadap kepentingan laba
perusahaan antara fiskus (pemungut pajak) dengan pembayar pajak (manajemen
perusahaan). Fiskus berharap adanya pemasukan yang sebesar-besarnya dari
pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa
perusahaan berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang
signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang berbeda inilah
menyebabkan konflik antara fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak
manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak, Prakosa (2014)
Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) prinsip-prinsip
good corporate governance adalah :
a. Transparansi (transparency)
Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus
menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah
diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
b. Akuntabilitas (accountability)
Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan
kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang
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saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan persyaratan
yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
c. Responsibilitas (responsibility)
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta
melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga
dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat
pengakuan sebagai good corporate citizen.
d. Independensi (independency)
Untuk melancarkan pelaksanaan GCG, perusahaan harus dikelola secara
independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi
dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
e. Kewajaran dan Kesetaraan (fairness)
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa
memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya
berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.
Implementasi prinsip-prinsip good corporate governance dalam pengelolaan
perusahaan mencerminkan bahwa perusahaan tersebut telah dikelola dengan baik
dan transparan. Hal tersebut dapat merupakan modal dasar bagi timbulnya
kepercayaan publik sehingga perusahaan yang telah go public saham
perusahaannya akan lebih diminati oleh para investor dan berdampak positif




Leverage dalam pengertian bisnis mengacu pada penggunaan asset dan
sumber dana oleh perusahaan dimana dalam penggunaan asset (aktiva) atau dana
tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan keuntungan potensial bagi para
pemangku kepentingan (stakeholder) perusahaan. Leverage merupakan rasio yang
mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang. Semakin besar utang
maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga
utang semakin besar. Hal tersebut membawa implikasi meningkatnya penggunaan
utang oleh perusahaan. Penelitian Ozkan (2001) dalam Prakosa (2014)
memberikan bukti bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan
memilih untuk berutang agar mengurangi pajak. Sawir (2004) dalam Darmadi
(2013) menjelaskan bahwa hutang adalah sumber dana yang menimbulkan beban
tetap keuangan, yaitu bunga yang harus dibayar tanpa memperdulikan tingkat laba
perusahaan. Pada peraturan perpajakan, bunga pinjaman merupakan komponen
dari deductible expense dan bisa di biayakan atau  menjadi pengurang penghasilan
kena pajak, Surbakti (2012). Manajemen perusahaan harus dapat mengatur hutang
dalam perusahaan yang tujuannya agar menguntungkan dan menghindari kerugian
akibat timbulnya hutang. Hutang dalam perusahaan dapat dihitung dengan
menggunakan rasio leverage atau tingkat hutang dalam perusahaan.rasio hutang
dibagi menjadi dua, yaitu:
a) Rasio hutang
Rasio hutang merupakan gambaran dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan
yang dibiayai oleh hutang.
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b) Rasio pengganda hutang
Rasio ini menggambarkan bagaimana menghitung hutang dengan melihat
perbandingan dari aset dan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Ketika aset
perusahaan tidak bertambah tetapi jumlah ekuitas menurun, maka dapat
disimpulkan bahwa adanya penambahan hutang untuk menyeimbangkan antara
kepemilikan aset yang ada dan ekuitas yang tersedia di perusahaan.
2.1.7 Return On Asset
ROA menggambarkan kemampuan manajemen untuk memperoleh
keuntungan (laba). Semakin tinggi ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan
sehingga semakin baik pengelolaan aktiva perusahaan, Dendawijaya (2003:120)
dalam Prakosa (2014). ROA dilihat dari laba bersih perusahaan dan pengenaan
Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Badan.Semakin tinggi ROA, semakin
tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aktiva
perusahaan. Sehingga hal tersebut akan menyebabkan perencanaan pajak
perusahaan yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal, sehingga
kecenderungan melakukan penghindaran pajak akan menurun. Pengukuran kinerja
dengan ROA menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam
keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. ROA adalah rasio keuntungan bersih
pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat
pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan.  ROA yang negatif disebabkan
laba perusahaan dalam kondisi negatif (rugi) pula. Hal ini menunjukkan
kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan aktiva belum
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mampu menghasilkan laba. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak
melakukan tax avoidance karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran
pajaknya, Maharani dan Ketut (2014).
2.1.8  Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dikelompokan berdasarkan besar
kecilnya perusahaan, Santoso (2014). ukuran perusahaan merupakan suatu
indikator yang dapat menunjukkan kondisi atau karateristik perusahaan dimana
terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran
(besar kecilnya) perusahaan, seperti banyaknya jumlah karyawan yang digunakan
perusahaan untuk melakukan aktivitas operasi perusahaan, total penjualan
perusahaan yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode, jumlah aktiva yang
dimiliki perusahaan dan jumlah saham yang beredar, Sonya (2009).
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Surbakti (2012), menurut penelitian
sebelumnya, ada dua teori yang dapat digunakansebagai dasar analisis pengaruh
ukuran perusahaan terhadap TPE yaitu :
1. Teori biaya politik (political cost) : teori ini menyatakan bahwa tingkat
visibilitas yang tinggi dari perusahaan besar dan sukses menyebabkan mereka
menjadi korban peraturan dan transfer kekayaan, karena pajak merupakan salah
satu elemen biaya politik yang dilahirkan oleh perusahaan. Sehingga
perusahaan besar akan cenderung memiliki TPE yang besar (Zimmerman dan
Watts, 1983 dalam Lestari, 2010). Contohnya adalah ketika supply minyak
mentah di amerika terbatas dan harga meningkat, pemerintah meresponnya
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dengan mengenakan pajak khusus untuk menarik kelebihan laba tersebut
(Scott, 2009 dalam Lestari, 2010).
2. Kebalikan dari teori yang pertama,teori kekuasaan politik (political power or
clout theory) menyatakan bahawa perusahaan besar memiliki sumber daya
yang besar untuk mempengaruhi proses politik sesuai keinginan mereka
temasuk perencanaan pajak dan mengatur aktivitas dalam mencapai
penghematan pajak yang optimal, (Siegfried 1972 dalam Gupta dan Newberry
1997).
2.1.9 Deffered Tax Expense
Menurut Harmanto (2003:115) dalam Pindiharti (2011), beban pajak
tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba
akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal
(laba yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak). Adanya perbedaan
pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersialdan fiskal
menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak,
Meiza (2009).
FASB Statement No. 109, Beams et all (2009 : 360 ), akuntansi untuk pajak
penghasilan adalah sumber utama prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum
(GAAP)  bagi akuntansi untuk pajak penghasilan. Tujuannya adalah untuk
mengakui jumlah utang pajak atau yang dapat di danai kembali selama tahun
berjalan dan mengakui kewajiban serta aktiva pajak yang ditangguhkan atas
konsekuensi pajak di masa depan dari peristiwa yang telah diakui dalam laporan
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keuangan atau SPT pajak. Peristiwa yang memiliki konsekuensi pajak di masa
mendatang disebut sebagai perbedaan sementara ( temporary differences ) untuk
memisahkannya dari peristiwa yang tidak memiliki konsekuensi pajak, seperti
bunga atas koperasi kotapraja. Konsekuensi pajak dari perbedaan sementara harus
dilibatkan  dalam pengukuran laba selama satu periode.
2.2 Penelitian Terdahulu
Beberapa hasil pengujian dari para penelitian terdahulu dapat dilihat dari
Tabel berikut:
Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu






























































































































































Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu,
maka dalam penelitian ini menguji pengaruh penerapan corporate governance,
leverage, return on asset, ukuran perusahaan, dan deffered tax expense pada
penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur sub sektor industri barang
konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2011-2014. Penelitian yang paling
berpengaruh dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh
Darmawan dan I Made (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut
yaitu sampel yang digunakan dan periode pengambilan sampel. Pada penelitian ini
sampel yang digunakan adalah perusahaan yang bergerak pada sektor industri
manufaktur sub sektor industri barang konsumsi, sedangkan pada penelitian
Darmawan dan I Made (2014) sampel yang digunakan adalah seluruh perusahaan
go publik yang terdaftar di BEI. Begitu juga dengan periode pengambilan sampel
dimana pada penelitian ini dimulai dari tahun 2011 sampai tahun 2014, sedangkan
pada penilitian sebelumnya dilakukan pada periode 2010-2012.
Hukum memungut dan membayar pajak dalam islam berkaitan dengan tata
cara pemungutan dan pelaksanaan pajak tersebut. Seperti yang di kutip dari situs
resmi www.pajak.go.id, Para jumhur ulama Ahlul Sunnah wal Jama'ah dari empat
madzhab, Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali, sepakat bahwa pajak tidak dapat
serta merta diqiyaskan (dianalogikan) sebagai mukus. Secara etimologis, mukus
artinya pengurangan dengan penzhaliman. Sehingga mukus adalah segala
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pungutan (uang) yang diambil oleh makis (pemungut mukus atau kolektor
retribusi) dari para pedagang yang lewat dengan cara-cara zhalim. Jumhur ulama
sepakat bahwa pajak yang dipungut/dipotong oleh pemerintah guna mendanai dan
memenuhi kebutuhan masyarakat luas seperti: membiayai tersedianya fasilitas-
fasilitas jalan, jembatan, transportasi publik, listrik dengan harga terjangkau,
rumah sakit murah pemerintah, obat-obat generik, keamanan oleh TNI dan
POLRI, sekolah-sekolah murah negeri hingga ke pedesaan dan daerah terpencil,
dan fasilitas-fasilitas layanan publik lainnya adalah bukan mukus sehingga halal
untuk dipungut/dipotong sebagai pajak oleh pemerintah untuk kepentingan
masyarakat juga. Hadits nabi yang berkenaan dengan pajak
 َةَمِطَاف ْنَع َلَاق َمَّلَسَو ِھَْیلَع ُ َّالله ىَّلَص ِِّيبَّنلا ْنَع ٍسَْیق ِت  ِةاَك َّزلا ىَوِس ًّاقَح ِلاَمْلا ِيف َِّنإ ِْنب
Dari ‘Amir dari Fatimah binti Qais ia berkata; saya mendengar
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya di dalam
harta kalian terdapat hak selain zakat.”
ulama-ulama kontemporer seperti Rashid Ridha, Mahmud Syaltut, Abu
Zahrahdan Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pajak dihalalkan dalam Islam.
Rashid Ridha dalamTafsir Al-Manar V/39 menafsirkan Qur'an Surat An-Nisaa'
ayat ke-29 dengan penjelasan sebagai berikut, bahwa :"... adanya kewajiban bagi
orang kaya untuk memberikan sebagian hartanya (dalam bentuk zakat) untuk
kemaslahatan umum, dan mereka hendaknya di motivasi untuk mereka
mengeluarkan uang (di luar zakat) untuk kebaikan".
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2.3 Kerangka Pemikiran
Untuk menggambarkan pengaruh penerapan corporate governance, leverage,
return on asset, ukuran perusahaan, dan deffered tax expense pada penghindaran
pajak, maka dibuat suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:






















2.4.1 Penerapan corporate governance
Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan
hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menetukan arah
kinerja perusahaan, Haruman (2008) dalam Annisa (2011). Penerapan corporate
governance dalam menentukan kebijakan perpajakan yang akan digunakan oleh
perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan.
Pembayaran pajak penghasilan didasarkan pada besarnya laba yang diperoleh
perusahaan. Perusahaan tentunya selalu menginginkan laba yang besar, namun
laba besar akan dikenakan beban pajak yang besar. Beban pajak yang besar
menyebabkan perusahaan akan berusaha untuk melakukan penghindaran pajak
dengan risiko yang kecil, Darmawan dan I Made (2014). Corporate governance
secara komprehensif (bersama-sama) biasanya di ukur menggunakan proksi
corporate governance indeks (CGI) seperti yang dilakukan oleh Arifin (2003) dan
Khomsiah (2003) dalam Annisa (2011) dan Darmawan dan I Made (2014).
Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis penelitian yang dapat di ambil adalah:
H1: penerapan corporate governance berpengaruh pada penghindaran pajak
2.4.2Leverage
Rasio leverage dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan
perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Berkurangnya
sumber pendanaan di perusahaan dapat memicu konflik antar prinsipal dan agen.
Ada kemungkinan bahwa pihak prinsipal tidak setuju dengan permintaan
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pendanaan dari pihak manajemen untuk keperluan perusahaan, sehingga pihak
manajemen (agen) menutupi kebutuhan pembiyaan perusahaan dengan melakukan
utang. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga
yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi
laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar
perusahaan akan menjadi berkurang, Surbakti (2012). Berdasarkan kesimpulan
tersebut, dapat di rumuskan hipotesis:
H2: Leverage Berpengaruh Pada Penghindaran Pajak
2.4.3Return On Asset
Return on assets (ROA) merupakan salah satu pendekatan yang dapat
mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan. Pendekatan ROA menunjukkan
bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset
yang dimilikinya. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi
akan dikenai pajak yang tinggi. Pada Undang- Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1
dijelaskan bahwa penghasilan yang diterima oleh subjek pajak (perusahaan) akan
dikenai pajak penghasilan, sehingga semakin besar penghasilan yang diterima
oleh perusahaan akan menyebabkan semakin besar pajak penghasilan yang
dikenakan kepada perusahaan (Richardson dan Lanis, 2007) dalam Darmadi
(2013).  Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat di ambil adalah:
H3: ROA Berpengaruh Pada Penghindaran Pajak
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2.4.4 Ukuran perusahaan
Hormati (2009) dalam Dewi dan I Ketut (2014) mendefinisikan ukuran
perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu
perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total asset, log size,
dan sebagainya. Semakin besar total asset mengindikasikan semakin besar pula
ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar aset yang dimiliki semakin meningkat
juga jumlah produktifitas. Hal itu akan menghasilkan laba yang semakin
meningkat dan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak,Ardyansyah dan
Zulaikha (2014) .  Pada penelitian yang dilakukan oleh Swingly dan I Made
(2015), menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap
penghindaran pajak. Selanjutnya, Surbakti (2012) menyimpulkan semakin besar
ukuran perusahaan, maka semakin mampu perusahaan tersebut untuk mengatur
perpajakan.  Berdasarkan simpulan tersebut, maka hipotesis yang dapat di ambil
adalah:
H4: Ukuran Perusahaan Berpengaruh pada Penghindaran Pajak
2.4.5Deffered Tax Expense
Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul sebagai akibat adanya
perbedaan penghitungan penghasilan dalam akuntansi dan fiskal. Besarnya pajak
tangguhan (deferred tax) dapat dilihat pada Laporan Keuangan (Neraca)
Perusahaan pada tahun berjalan, Pindiharti (2011). Meiza (2009) menyimpulkan
bahwa semakin tinggi pelaporan pajak tangguhan atau beban pajak ditunda
perusahaan yang diukur dengan alokasi pajak antar periode akan mempengaruhi
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penghindaran pajak perusahaan. semakin tinggi alokasi antar periode berarti
semakin kecil praktik tax avoidance yang dilakukan perusahaan. Dari kesimpulan
tersebut, dapat di rumuskan hipotesis :
H 5: Deffered Tax Expense Berpengaruh Pada Penghindaran Pajak
2.4.6 Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Asset, Ukuran
Perusahaan Dan Deffered Tax Expense Pada Penghindaran Pajak
Dari keseluruhan variabel independen, masing masing variabel memberikan
pengaruh pada penghindaran pajak. Dari kesimpulan tersebut, dapat dirumushan
hipotesis :
H 6: Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Asset, Ukuran
Perusahaan Dan Deffered Tax ExpenseBerpengaruh Pada Penghindaran Pajak
